
ABSTRAK

Pada PT 'X' sisten bfbmrasi petggajial kary.'awan lrasih dilakukan secala
manual dan merantbatkan komputer sebagai alat bontu perhitungal, Panghitmgan
gxnggajial yatg dilallkao secara rnalual uretrbutulrkal *'altu yang lana dan sailg
menimbulkan masalah. Masalah va4g sering dihndapi misalu.va kekelinran
pemba;aran dan kesalahan perhitungan yang mungkln terjadi karena krtrangnya
ketelitian, penglihmgan yang nrmit dan rumus penggajian 1.'ang t'anyali takor. Untuk
nrengatasi masalah rersebut diatas uaka dibuatlah sisiem urJbmrasr pnggaiian yang
berbasis kornputer.

Sistem inJbnnasi penggajian berbasis komputer )'ang men:pakan
pengembangan dari sisiem informasi peqgajian yarg telah ada untuli merrg!'itung
gaji bersih karyawan bulanan dengan menjumlabl;au gaji pokok. urng lerubur, uang
premi hadir. turjaugan{ujangan (tunlangan pensiun. tunjangan jabatan" turjangan
transporl hmjangan pengobata.n- THR), bonus. rapel gaji yang diterirna kar_vawan dan
rnengur:rngilya dengan potongan-potongarl {ASTEK, pensirul ASKES. SPSI, PPh
21). Dengan adanya sistem intbrmasi penggajian berbosis komputer maka proses
penggajian dan pembuatan iaporan dapat lebih menget-rsrenkan penggunaan awak1u,
dimana lxroses dapat dilakukal dengan lebih cepat, disaflrpitg itu dapat ruer4urangi
kesalalrff ]-kesal,s$an perhitu:gal..

Rancargan perangkat lumk sistem inlbrmasi ini dibuat seileksibel mungkin
sehingga mncangao perarrgkat lunak sistem inf-orm.esi ini rnempunyai umur J'ang
relatif panjang dengan adanya history ide sehingca informasi -vang al-urat dan relevan
dapat tersedia dalaru waltu yong singl-at dan tepat. Dala11 perketrbangan selaljuUva
apabila ada perubahan pei:lah.rren untuk penggajiag prar4fut lrmak furi nrasih dapat
dipakai mnk mangatasinya dangan tirsilitas setup dan master tlle dengan tidak
mengubah program.

Peraugkat lmak ini dapat mengolah data meniadi irfbrnrasi-intba::asi yang
dibutr*rkan secara cepal, misalnya dalam menghasilkar daRrr kar,va*'ar4 daftar ahsen,
daftar lembur. slip gaii.laporan PPh 2l dan laporan gaji per departemen.


